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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 













































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





 ََفـْيـَك : kaifa 
 ََلَْوـَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a َ ا 
kasrah i i ِا 









fath}ah dan ya>’ 
 
ai a dan i ََْيـ 
 
fath}ah dan wau 
 











fath}ah dan alif atau ya>’ ىََ ...َ|َاََ ... 
d}amah dan wau وـُــ 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 




ََتَاـي : ma>ta 
يـَيَر : rama> 
 ََمـْيـِل : qi>la 
َُتُْوـًَـي : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َِلَافَْطلأاََُةـَضْوَر  : raud}ah al-at}fa>l 
َةهــِضَاـفـَْناََُةَـُـْيِدـ ًَ ـَْنا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ةــ ًَ ـْكـِْحـَنا  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََ اَُـّـبَر  : rabbana> 
ََ اُــَْيـّجَـ  : najjaina> 
َّكـَحْــَنا  : al-h}aqq 
ََىِـّـُعَ  : nu’ima 
 َُودـَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ّّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 َيـِهـَع  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َيِــبَرـَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَلا
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
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qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
َُصـ ًْ ـ َّشَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَــنَسْــن َّسَنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َةفـَسْهَـفْــَنا : al-falsafah 
ََُدلاِـــبْــَنا : al-bila>du 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ٌََ ْوُرـُْيَأـت : ta’muru>na 
َُعْو ّـَُــَنا : al-nau‘ 
 َءْيـَش : syai’un 
َُتْرـُِيأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh: 




Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َِاللهَِة ًَ ْـــحَرَِْيفَْىـُهhum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 







B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 






















Nama  : Abdul Aziz Muhammad 
NIM  : 10100113092 
Judul : Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di 
   Pengadilan Agama Palu Klas IA 
 Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Komisi Yudisial 
dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA? Pokok 
masalah tersebut dikembangkan dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana 
peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan 
Agama Palu Klas IA?, 2) Bagaimana pengawasan hakim dalam perspektif  hukum 
Islam? 
 Jenis penelitian adalah penelitian field research kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan syar’i dan yuridis. Sumber data, yaitu data primer yang 
terdiri 5 (lima) orang hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu dan data sekunder, 
yaitu dokumen-dokumen mengenai peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan 
hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA. Metode pengumpulan data, melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data 
dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Komisi Yudisial dalam 
pengawasan hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA berdasarkan Peraturan 
Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik 
Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan 
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa peranan Komisi 
Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA, 
yaitu memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan taat 
terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial, mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial melakukan seleksi dan 
mengusulkan Hakim Agung. Adapun pengawasan  hakim menurut hukum Islam 
terbagi menjadi tiga, yaitu kontrol yang berasal dari diri sendiri, bersumber dari 
tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seorang hakim yang percaya bahwa Allah 
pasti mengawasi setiap tingkah laku hamba-Nya maka akan selalu bertindak hati-
hati. Pengawasan akan efektif apabila terdapat sistem pengawasan dari luar diri 
sendiri. Sistem tersebut terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin 
(pengawas) yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah diberikan. 
Pengawasan tersebut akan baik jika dipimpin oleh orang yang  ahli dalam bidang 
tersebut. Sistem pengawasan harus dibuat dengan baik, yaitu sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 
Implikasi penelitian adalah Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan 
terhadap hakim secara berkesinambungan dengan membuka perwakilan Komisi 
Yudisial di setiap provinsi di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA 
diharapkan agar selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim 
dengan berpedoman kepada  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). 




A. Latar Belakang Masalah 
Negara membutuhkan kekuasaan untuk dapat menjalankan dan melaksanakan 
fungsi dan tugasnya. Kekuasaan memiliki berbagai macam  bentuk dan sumber, akan 
tetapi hakikatnya sama. Pihak yang memiliki kekuasaan dapat memaksakan 
kehendaknya terhadap pihak lain, sehingga terjadi ketidakadilan.
1
 Menurut teori 
klasik, fungsi kekuasaan terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga 
fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan masing-masing. Suatu lembaga 
negara hanya boleh menjalankan satu fungsi (functie) dan tidak boleh saling 
mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak (separation of power).
2
 
Berdasarkan Bab IX Undang-undang Dasar 1945, terdapat tiga lembaga 
negara yang dimasukkan ke dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung 
beserta badan-badan peradilan dibawahnya, Komisi Yudisial dan Mahkamah 
Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 24B jo. Pasal 24C perubahan ketiga Undang-
undang Dasar 1945). Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki 
kewenangan dari Undang-undang Dasar untuk melakukan kekuasaan kehakiman, 
                                                             
1
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung; Alumni, 
2009), h. 37. 
2
Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi 
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 35. 
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sedangkan Komisi Yudisial memiliki kewenangan pokok mengusulkan Hakim Agung 
dan mengawasi kinerja hakim.
3
 
Profesi hakim harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih 
(disinterestedness), sehingga pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan 
klien dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Hakim dalam Islam 
mendapat tempat yang cukup penting, sesuai dengan firman Allah swt. Sha@d/38:26. 
                     ....     
Terjemahnya : 
  Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) 




Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan 
merusak seluruh nilai peradilan, sehingga kepercayaan masyarakat menurun terhadap 
peradilan di Indonesia. Keadaan peradilan tersebut tidak dapat dibiarkan terus-
menerus, sehingga perlu upaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap 
peradilan yang berorientasi kepada masyarakat untuk mencari keadilan. 
Salah satu faktor penyebab penyalahgunaan wewenang dalam peradilan yaitu 
kurang efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di lembaga peradilan, 
sehingga pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal 
sangat dibutuhkan. 
                                                             
3
Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya 
dalam Sistem Ketatanegaraan RI) (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 17. 
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 
2006), h. 454. 
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Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik hakim yaitu kasus Asmadinata 
sebagai Hakim Ad hoc. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi 
pemecatan secara tidak hormat kepada Hakim Ad hoc tipikor, Asmadinata. Sanksi 
berat diberikan kepada Asmadinata karena hakim tersebut telah menemui seorang 
‘broker’ atau makelar kasus. Menurut I Made Tara (pimpinan sidang MKH), alasan 
pemecatan  karena Asmadinata telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman 
perilaku hakim. 
Kasus Asmadinata berawal dari kasus korupsi Ketua DPRD Grobogan yang 
ditangani olehdan beberapa hakim lain, di Pengadilan Tipikor Semarang. Asmadinata 
dihubungi oleh Kartini Marpaung (seorang Hakim Ad hoc) untuk bertemu dengan 
Heru Krisbandono (Hakim Ad hoc tipikor Pontianak). 
Pada pertemuan pertama, Heru meminta tolong kepada Asmadinata untuk 
membebaskan tersangka kasus korupsi yang ditanganinya. Namun, Asmadinata 
mengaku menolak permintaan tersebut, kemudian terjadi pertemuan kedua di sebuah 
hotel. Pada pertemuan tersebut, Asmadinata tak segera menghindar dari Heru. 
Padahal pertemuan pertama, dia sudah mengetahui bahwa Heru adalah sebuah broker 
(makelar) kasus untuk perkara DPRD Grobogan. 
Pada 9 Agustus 2012, setelah dua kali pertemuan dengan Heru, digelar rapat 
permusyawaratan hakim untuk kasus Ketua DPRD Grobogan. Pada rapat tersebut 
majelis hakim telah sepakat menghukum Ketua DPRD. Ketika rapat selesai, 
Asmadinata mengajukan dissenting opinion (DO) atau pendapat berbeda. Asmadinata 
berpendapat bahwa terdakwa seharusnya bebas. Komisi Yudisial meneliti putusan 
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Hakim Ad hoc(Asmadinata). Komisi Yudisial menemukan ada indikasi pelanggaran 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok 
masalah adalah peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di 
Pengadilan Agama Palu Klas IA. Pokok masalah tersebut kemudian dikembangkan 
ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di 
Pengadilan Agama Palu Klas IA? 
2. Bagaimana Pengawasan Hakim dalam perspektif hukum Islam? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berjudul “Peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik 
Hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu 
Komisi Yudisial dan kode etik hakim dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri dan pelaksanaan 
wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
6
 
                                                             
5Tim Hukum Online, “Temui Makelar Kasus (Broker) Hakim Ad Hoc di Pecat“, Hukum 
Online. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d44cd5bedb1/temui-broker--hakim-ad-hoc-
tipikor-dipecat (7 April 2017) 
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b. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu 
sebagai landasan tingkah laku.
7
 Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala 
negara agar dapat menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang 
berperkara.
8
 Oleh karena itu, kode etik hakim adalah norma dan asas landasan 
tingkah laku hakim sebagai pejabat negara dalam melaksanakan tugas kekuasaan 
kehakiman. 
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1 Komisi Yudisial a. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial 
b. Kewenangan dan tugas Komisi Yudisial 
2 Kode etik hakim a. Kedudukan, fungsi dan tugas hakim 
b. Kode etik Hakim 
 
D. Kajian Pustaka 
 Penyusunan karya ilmiah membutuhkan dukungan teori dari berbagai sumber 
atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan sebuah penelitian. Beberapa rujukan 
yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 
1. Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam bukunya Kiprah 9 Tahun (Menjaga 
Kehormatan dan Meningkatkan Profesionalisme). Buku tersebut membahas 
tentang sejarah pembentukan Komisi Yudisial, program dan kegiatan rekrutmen 
                                                             
7
Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim (Jakarta: 
Mahkamah Agung RI, 2004), h. 5. 
8
Abdul Wahid, Etika Profesi Hukum (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), h. 3. 
6 
 
hakim, penguatan kelembagaan, serta perencanaan dan anggaran Komisi 
Yudisial dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kode etik hakim. 
2. Imam Anshori Saleh, dalam bukunya Konsep Pengawasan Kehakiman. Buku 
tersebut membahas tentang Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara 
untuk menyelesaikan berbagai persoalan penegakkan hukum. Peradilan yang 
bersih dan akuntabel harus ditegakkan oleh hakimyang beretika dan berperilaku 
terpuji di ruang pengadilan dan di tengah masyarakat. 
3. Amran Suadi, dalam bukunya Sistem Pengawasan Badan Peradilan di 
Indonesia. Buku tersebut membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh 
lembaga negara. Pengawasan tersebut dapat mendukung upaya untuk 
mewujudkan peradilan yang agung. Pengawasan tersebut tidak boleh 
menjangkau putusan hakim dan melakukan intervensi mental dalam sebuah 
proses perkara. Fungsi pengawasan yang efektif berjalan konsisten dan sejalan 
dengan indikator peradilan yang agung yaitu peradilan yang bersih dan hakim 
yang berintegritas yang selalu menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman 
bermuara pada pelayanan publik yang prima dan berkeadilan. 
4. Ahmad Fadil Sumardi, dalam bukunya Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan. 
Buku tersebut membahas tentang konsep hukum pengawasan dan pembinaan 
yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap 
pengadilan di bawahnya yang berkaitan dengan permasalahan independensi dan 
imparsialitas pengadilan, serta kompetensi dan profesionalitas hakim sebagai 
pelaksana utama tugas peradilan. 
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5. Wildan Suyuthi Mustofa, dalam bukunya Kode Etik Hakim. Buku tersebut 
membahas tentang tolak ukur peradilan yang berjalan dengan baik dapat dilihat 
dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan, maupun dari 
aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan 
mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang 
bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum positif. 
6. Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, dalam bukunya Etika Profesi Hukum. Buku 
tersebut membahas tentang etika yang mengandung arti patokan atau pedoman 
yang menuntun manusia untuk berperilaku baik. Patokan atau pedoman tersebut 
tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai etika 
tersebut juga menjadi pedoman dalam lingkup profesi ketika menjalankan 
profesi sebagai penegak keadilan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di 
Pengadilan Agama Palu Klas IA. 
b. Untuk mengetahui pengawasan hakim dalam pengambilan putusan di Pengadilan 




2. Kegunaan Penelitian 
Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Secara praktis dapat memberikan masukan pemikiran dalam bidang hukum agar 
Komisi Yudisial terus melakukan peningkatan pengawasan kode etik hakim dalam 
menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara yang menegakkan keadilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Secara teoretis dapat memberikan pemahaman tentang wujud pertanggungjawaban 
hakim terhadap putusannya untuk melakukan pertimbangan hukum disusun sesuai 











A. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Yudisial 
1. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial 
Gagasan pembentukan lembaga Komisi Yudisial muncul karena adanya 
pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian 
Hakim (MPPH) pada tahun 1968. Tugas MPPH yaitu memberi pertimbangan pada 
saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan atau usul pengangkatan, 
promosi, kepindahan pemberhentian, dan atau tindakan hukuman jabatan hakim yang 
diajukan kepada Mahkamah Agung. 
Namun, ide tersebut tidak berlanjut dan hanya menjadi wacana pada masa 
reformasi pada tahun 1997-1998 dan berdampak pada pergantian kepempimpinan 
nasional, yaitu Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden 
Habibie. Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan 
dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk sistem penyelenggaraan kekuasaan 
negara terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dasar perubahan tersebut 
adanya ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi 
Pembangunan dalam Rangka Penyelematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional 
sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dilaksanakan berdasarkan 
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ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi dibidang hukum, yaitu 
pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
1
 
Berdasarkan hal tersebut, lahir ide pembentukan Komisi Yudisial pada tahun 
1999, ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan 
Undang-undang Dasar 1945. Salah satu diskusi forum Panel tersebut menghasilkan 
berbagai gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yang disebut “Judicial 
Commission”.  
Gagasan pembentukan Judicial Commission dilanjutkan oleh Ketua 
Mahkamah Agung. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung membentuk tim yang 
dipimpin oleh Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, 
pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang disebut 
Komisi Yudisial. Rumusan tersebut menjadi materi dalam perubahan ketiga Pasal 
24B dan 24C Undang-undang Dasar 1945. 
Pada tahun 1999, pemegang kekuasaan melakukan perubahan terhadap 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2
 
Terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan pada 
undang-undang tersebut. Administrasi dan keuangan dibawah kendali Departemen 
Kehakiman, sedangkan teknis yudisial berada dibawah kendali Mahkamah Agung.  
                                                             
1
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial (Jakarta: Pusat Data dan 
Layanan Informasi, 2012), h. 2. 
2
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, h. 3. 
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Konsep tersebut dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman 
(one roof system of judicial power). Penyatuatapan tersebut dikhawatirkan terjadi 
monopoli kekuasaan kehakiman, sehingga para ahli dan pengamat hukum 
memberikan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang bertugas 
menjalankan fungsi checks and balances. 
Merujuk pada naskah akademis Rancangan Undang-undang Komisi Yudisial 
yang disusun oleh Mahkamah Agung, terdapat kekhawatiran Mahkamah Agung yang 
belum mampu melaksanakan tugasnya karena memiliki beberapa kelemahan 
organisasi yang sampai saat ini masih dilakukan upaya perbaikan. Alasan lainnya 
yaitu kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan peradilan yang lebih baik.
3
 
Penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum dapat 
menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Ide tersebut direspon oleh MPR, sehingga 
saat Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga Undang-
undang Dasar 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial. Pada Pasal 24B 
Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan 
lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Asas dasar Undang-undang Dasar 1945, 
selanjutnya disusun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 pada masa pemerintahan Presiden 
                                                             
3
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, h. 4. 
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Megawati Soekarnoputri. Realisasi dari undang-undang tersebut, yaitu pemerintah 
membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial dan terpilih 7 (tujuh) orang yang 
ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010. Anggota Komisi 
Yudisial tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Presiden tanggal 2 Agustus 2005.  
Periode tersebut dipimpin oleh M. Busyro Muqoddas. 
Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Komisi Yudisial, yaitu Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses 
hukum judicial review pada tanggal 10 Maret 2006. Judicial review oleh 31 hakim 
yang dikuasakan kepada lima pengacara, yaitu Indrianto Senoadji, Wimboyono 
Senoadji, Denny  Kailimang, O.C. Kaligis, dan Juan Felix Tampubolon. Akibat dari 
putusan tersebut, yaitu Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Komisi Yudisial yang 
berkaitan dengan pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
Seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya mengembalikan kewenangannya 
melalui revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut. Namun, hingga akhir periode anggota Komisi Yudisial tahun 
2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan. 
Usaha yang dilakukan oleh anggota Komisi Yudisial tersebut, terlihat pada 
periode kedua. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan perubahan 
dengan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.
4
 
                                                             
4
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, h. 6. 
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2. Kewenangan dan Tugas Komisi Yudisial 
a. Kewenangan Komisi Yudisial 
Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi 
Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut: 
a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah 
Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 
Kewenangan Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim 
Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan. Pada pengangkatan Hakim Agung sebelumnya Komisi Yudisial 
diharuskan mengajukan 3 (tiga) nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 
1 (satu) lowongan Hakim Agung. Namun, adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 27/PUU-XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) 
nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk 1 lowongan Hakim Agung dengan 
tembusan disampaikan ke Presiden. 
Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon 
Hakim Agung untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Calon 
Hakim Agung yang diajukan dari kalangan hakim karier atau dari kalangan bukan 
hakim atau non karier. 
Syarat untuk calon Hakim Agung dari hakim karier: 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
14 
 
3) Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau 
sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum 
4) Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun 
5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban 
6) Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk 
paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi 
7) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
5
 
Syarat untuk calon Hakim Agung dari hakim non karier: 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
3) Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun 
4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban 
5) Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling 
sedikit 20 (dua puluh) tahun 
6) Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum 
atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum 
7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 
                                                             
5
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, h. 24. 
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8) Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin6 
Nama-nama Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi uji kelayakan 
oleh Komisi Yudisial diajukan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi tersebut untuk mendapatkan 
persetujuan. Komisi Yudisial mengajukan nama-nama Calon Hakim Agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang calon Hakim Agung 
untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada 
Presiden. 
Berdasarkan Pasal 14A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama, Pasal 14A 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: 
1) Pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan agama dan pengadilan 
tata usaha negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, 
dan partisipatif. 
                                                             
6
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, h. 26. 
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2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan umum, pengadilan agama, dan 
pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan 
Komisi Yudisial. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
7
 
4) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim. 
Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Yudisial melalui fungsi 
pengawasan. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal 
terhadap perilaku hakim, selain Badan Pengawas Mahkamah Agung sebagai 
pengawas internal. 
Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Komisi 
Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim, dan memberikan rekomendasi 
untuk melakukan mutasi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8
 
b. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan 
Mahkamah Agung. 
                                                             
7
Komisi Yudisial RI, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, h. 27. 
8Raditya Sayoga, “Kajian Hukum Komisi Yudisial (Judicial Commision)”, Blog Raditya 
Sayoga. http://radityaonlaw.blogspot.com, (10 April 2017). 
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Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tahun 2012 mengeluarkan 
beberapa peraturan bersama, yaitu Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bersama dan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata  
Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. 




Komisi Yudisial memberikan bimbingan kepada hakim agar selalu berpegang 
teguh kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan memproses hakim yang 
diduga melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. 
b. Tugas Komisi Yudisial 
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi 
Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim 
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim. 
                                                             
9
Komisi Yudisial, Kiprah 9 Tahun (Menjaga Kehormatan dan Meningkatkan 
Professionalisme) (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014), h. 22. 
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e. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap seseorang, kelompok, 
atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 
f. Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 
perilaku hakim. 
Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Komisi 
Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim sebagai 
berikut: 
a. Melakukan verifikasi terhadap laporan. 
b. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. 
c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 
melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim 
untuk kepentingan pemeriksaan. 
d. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.10 
B. Tinjauan Umum Mengenai Kode Etik Hakim 
1. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim 
 Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 
2004 menyatakan bahwa hakim adalah  Hakim Agung dan hakim pada badan 
peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, 
serta Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun  1945, sedangkan secara etimologi menurut Bambang 
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Waluyo, menyatakan bahwa hakim adalah organ pengadilan yang dianggap 
memahami hukum, memiliki kewajiban dan tanggung  jawab agar hukum dan 




 Pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, tidak jauh berbeda 
dengan Undang-undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 karena Hakim 
Agung, hakim yang berada dibawah peradilan, dan juga Hakim Konstitusi merupakan 
organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, memiliki kewajiban dan 
tanggung  jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. 
Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran,  menghukum orang yang berbuat salah dan 
membenarkan orang yang benar. Ketika menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya 
bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga bertanggung 
jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pada amar putusan hakim 
selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
Kedudukan hakim tercantum dalam Amandemen Ketiga Undang-undang 
Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan  bahwa kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan dan Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
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dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, 
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. 
Pada Pasal 25 Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh 
undang-undang. Hal tersebut untuk memberikan jaminan agar hakim dalam 
melaksanakan tugasnya dapat bersungguh–sungguh dan memiliki independensi, 
merdeka, dan terhindar dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain 
dalam masyarakat. 
  Ruang lingkup tugas hakim tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah 
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang 
Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.  
 Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti.  Secara fungsional 
melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman 
memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-
undang, aparat peradilan yang terdiri dari hakim, panitera, jurusita, dan tenaga non 
hakim lainnya, serta sarana hukum baik hukum materiil maupun formil. Hakim harus 
memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam melaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim harus 
berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkerjaannya. 
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 Pada hakikatnya tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, 
memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas dan 
kewajiban hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tugas hakim secara 
normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.
12
 
 Berdasarkan tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara 
normatif telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009, sebagai berikut: 
1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). 
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009). 
3. Menjalankan tugas dan fungsi. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga 
kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009). 
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 
(Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). 
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 
                                                             
12
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta: 
Rajawali, 1983), h. 65. 
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cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009). 
6. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 
ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). 
7. Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum 
(Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). 
8. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Hakim (Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). 
9. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadili (Pasal 10 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009). 
10. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan 
majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang 
menentukan lainnya (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009). 
11. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 
(4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
13
 
                                                             
13
Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim, h. 106. 
23 
 
12. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009). 
13. Pada sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
14
 
Tugas hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan 
mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: 
1. Mengkonstantir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa secara konkret. 
Hakim  mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah 
diajukan para pihak diruang persidangan. Syaratnya yaitu peristiwa konkret 
tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh 
menyatakan suatu peristiwa konkret benar-benar terjadi, sehingga 
mengkonstantir berarti menetapkan peristiwa atau menggangap telah 
terbuktinya peristiwa tersebut. 
2. Mengkualifisir, yaitu menetapkan dan merumuskan peristiwa hukum. Hakim 
menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk dalam 
hubungan hukum yang mana atau seperti apa, sehingga mengkualifisir 
menemukan hukum terhadap suatu peristiwa  yang telah dikonstantir dengan 
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menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengkualifisir 
dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwa kepada aturan hukum atau 
undang-undang, kemudian diterapkan pada peristiwa tersebut. Undang-
undang harus disesuaikan dengan peristiwa agar dapat mencakup semua 
peristiwa. 
3. Mengkonstituir, yaitu hakim menetapkan hukum dan memberi keadilan 
kepada para pihak yang bersangkutan. Hakim mengambil kesimpulan dari 
pressmise mayor (pengaturan hukum) dan  pressmise minor (peristiwa). 
Hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat ketika 
memberikan putusan. 
Pasal 159 ayat (4) HIR atau Pasal 186 ayat (4) R.Bg, menyebutkan bahwa 
pengunduran (penundaan) tidak boleh diberikan atas permintaan kedua belah pihak 
dan tidak boleh diperintahkan pengadilan negeri karena jabatanya, melainkan dalam 
hal yang teramat perlu. 
Pada prakteknya terkadang sikap hakim terlalu lunak terhadap permohonan 
penundaan sidang dari para pihak atau kuasa hukumnya.
15
 Adapun beberapa hal yang 
sering menyebabkan tertundanya sidang, antara lain: 
1. Para pihak atau kuasa hukum yang tidak hadir secara bergantian. 
2. Para pihak atau kuasa hukum selalu meminta agar sidang ditunda. 
3. Saksi yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil. 
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Mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran hakim yang aktif terutama 
dalam mengatasi hambatan agar dapat tercapai peradilan yang cepat (speedy 
administration of justice). Hakim dengan tegas harus menolak permohonan 
penundaan sidang dari para pihak jika hal tersebut tidak perlu dilakukan. Berlarut-
larut atau tertundanya persidangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat 
terhadap pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan. 
2. Kode Etik Hakim 
Etika Profesi Hakim tercantum dalam keputusan bersama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut : 
1. Berperilaku Adil 
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang 
menjadi haknya. Berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama 
kedudukannya di depan hukum maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan 
adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and 
fairness) terhadap setiap orang sehingga, seseorang yang melaksanakan tugas atau 
profesi di bidang peradilan memikul tanggung jawab menegakkan hukum harus 
selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.  
Penerapan :  
1.1. Umum  
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1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukum dengan menghormati asas 
praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.  
2) Hakim wajib tidak memihak, di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap 
menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.  
3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan 
haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.  
4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara 
atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang 
istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.  
5) Hakim dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, 
prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal 
kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial 
ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan 




6) Hakim dalam proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang 
terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana 
dimaksud dalam butir (5) 
7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan 
lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau 
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menyudutkan para pihak atau kuasanya, saksi-saksi serta harus pula 
menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai 
pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim 
yang bersangkutan.  
8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad 
semata-mata untuk menghukum.  
9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak 
lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol persidangan, 
sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang 
berkaitan dengan perkara.  
1.2. Mendengar kedua belah pihak  
1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang 
khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan 
dalam proses hukum di pengadilan.  
2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar 
persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi 
kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui 
pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan 
dan ketidakberpihakan.  
2. Berperilaku jujur 
Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah 
benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang 
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kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan batil sehingga, akan 
terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam 
persidangan maupun diluar persidangan.  
Penerapan :  
2.1. Umum  
1) Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau 
dapat menimbulkan kesan tercela.
17
 
2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, di 
dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat, penegak hukum serta para pihak berperkara, 
sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan 
(impartiality).  
2.2. Pemberian hadiah dan sejenisnya  
1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami/istri, orang 
tua, anak atau anggota keluarga lain untuk meminta/menerima janji, hadiah, 
hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari 
advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinkan 
kuat akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak 
langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat 
akan diadili oleh hakim yang secara wajar (reasonable) dianggap bertujuan 
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atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan 
tugas peradilan. 
Pengecualian butir tersebut, yaitu pemberian atau hadiah ditinjau dari segala 
keadaan (circumstances) yang tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk 
mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, seperti pemberian 
yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti 
perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau 
peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku yang nilainya tidak 
melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk 
dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang 
diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
18
 
2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain 
dengan pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk 
meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau 
bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan 
dengan tugas atau fungsi dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, 
pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili, pihak yang memiliki 
kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang 
sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang secara 
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wajar (reasonable) dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk 
mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. 
2.3. Terima imbalan dan pengeluaran/ganti rugi  
Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan 
ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang 
imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas 
yudisial dari hakim yang bersangkutan. 
2.4. Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan  
1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah 
Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.  
2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa 
kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.  
3. Berperilaku arif dan bijaksana 
Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma 
yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, keagamaan, kebiasan-
kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta mampu 
memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut. Perilaku yang arif dan bijaksana 
mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa 
yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.  
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Penerapan :  
3.1. Umum :  
1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.  
2) Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang 
secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat 
menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
19
 
3) Hakim dilarang mengadili perkara apabila anggota keluarga hakim yang 
bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai 
pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.  
4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang 
anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-
anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.  
5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisial wajib terbebas dari pengaruh 
keluarga dan pihak lain.  
6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga atau pihak lain.  
7) Hakim dilarang memggunakan keterangan yang diperoleh dalam proses 
peradilan untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas 
yudisial.  
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8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau 
turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.  
9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial selama tidak menggangu 
pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar 
dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, 
sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait.
20
 
3.2. Pemberian pendapat atau keterangan kepada publik  
1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat 
mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses peradilan yang adil, 
independen, dan tidak memihak.  
2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi 
suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan terhadap perkara yang 
diperiksa atau diputus serta perkara lain.  
3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada 
masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang 
tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.  
4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar 
atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lain yang dimaksudkan 
untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau 
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administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah 
substansi perkara tertentu.  
5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau 
pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik 




6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau 
pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak 
dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim 
dalam perkara lain.  
3.3. Kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan kepartaian  
1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam 
kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem 
hukum, administrasi peradilan dan non-hukum selama kegiatan-kegiatan 
tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam 
membahas suatu perkara.  
2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang 
bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, 
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lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan selama tidak mempengaruhi 
sikap kemandirian hakim.  
3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus, anggota dari partai politik, secara 
terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat 
dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim 
tersebut mendukung suatu partai politik.  
4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang 
tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.
22
 
4. Bersikap Mandiri 
Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas 
dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri 
mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip 
dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang 
berlaku.  
Penerapan :  
1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari 
pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan yang bersifat langsung maupun 
tidak langsung dari pihak manapun.  
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2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif 
maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam 
kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan.  
3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat 
terhadap badan peradilan.  
5. Berintegritas tinggi  
Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan 
tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan 
tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam 
melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang 
berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan 
tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha 
melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
23
 
Penerapan :  
5.1. Umum  
5.1.1. Hakim berperilaku tidak tercela.  
5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik 
kepentingan karena hubungan pribadi/kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain 
yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.  
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5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan langsung maupun tidak langsung dengan 
advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang diperiksa oleh hakim 
yang bersangkutan.  
5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab langsung maupun tidak 
langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan 
tempat hakim tersebut menjabat.  
5.1.5. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan 
lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan 
serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara 
yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan.  
5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai 
kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam 
menangani suatu perkara.  
5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat 
pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam 
menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.  
5.2. Konflik kepentingan  
5.2.1. Hubungan pribadi dan kekeluargaan  
1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan  
keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan 
panitera yang menangani perkara tersebut.  
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2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim memiliki hubungan 
pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, 
yang menangani perkara tersebut.  
5.2.2. Hubungan pekerjaan  
1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau 
menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara pada persidangan pada 
engadilan tingkat yang lebih rendah.  
2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal 
yang berhubungan dengan perkara dengan para pihak yang akan diadili, saat 
menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
24
 
3) Hakim dilarang mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa 
orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat 
mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas 
peradilan.  
4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihak adalah 
organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila hakim tersebut 
masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai 
politik tersebut.  
5.2.3. Hubungan finansial  
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1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadi maupun beban-beban 
keuangan lain dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan 
keuangan para anggota keluarga.  
2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar 
kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapa pun dalam hubungan 
finansial.  
3) Hakim dilarang mengijinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa 
seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh 
keuntungan finansial.  
5.2.4. Prasangka dan pengetahuan terhadap fakta  
Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki 
prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti 
yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.  
5.2.5. Hubungan dengan pemerintah daerah  
Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau 
manfaat lain, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari pemerintah 
daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas 
yudisial.  
5.3. Tata cara pengunduran  diri  
5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir  
5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang 
bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin 
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untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan 
atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.  
5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan 
diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib meminta pertimbangan Ketua.
25
  
6. Bertanggung jawab 
Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya 
segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas serta memiliki keberanian untuk 
menanggung segala akibat terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. 
Penerapan  
6.1. Penggunaan predikat jabatan  
Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, 
keluarga atau pihak lain.  
6.2. Penggunaan informasi peradilan  
Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat 
rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada 
hubungan dengan tugas-tugas peradilan. 
7. Menjunjung tinggi harga diri 
Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan 
kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip 
menjunjung tinggi harga diri hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang 
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kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan 
dan martabat sebagai aparatur peradilan.
26
 
Penerapan :  
7.1. Umum  
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan 
profesi di dalam maupun di luar pengadilan.  
7.2. Aktivitas bisnis  
1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang 
berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.  
2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarga tidak ikut dalam 
kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan tersebut.  
7.3. Aktivitas lain.  
Hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan 
dengan perkara. 
7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi layaknya seorang advokat, 
kecuali jika :  
a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan 
b. Memberikan nasihat hukum untuk anggota keluarga atau teman sesama 
hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.  
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7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi 
kecuali dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam 
undang-undang atau peraturan lain.
27
 
7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi 
lain, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut dan hanya 
diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan 
mempengaruhi pelaksanaan tugas sebagai Hakim.  
7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
7.4. Aktivitas Masa Pensiun.  
Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan 
sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan terutama di lingkungan peradilan 
tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) 
tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.  
8. Berdisiplin tinggi 
Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan 
masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi 
yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha 
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untuk menjadi teladan dalam lingkungan serta tidak menyalahgunakan amanah yang 
dipercayakan.  
Penerapan :  
8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas 
pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum 
acara agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan 
bagi setiap pencari keadilan.
28
  
8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan 
berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. 
8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 
rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
8.4. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara 
kepada Majelis Hakim secara adil dan merata serta menghindari pendistribusian 
perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan  
9. Berperilaku rendah hati 
Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari 
kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan 
mendorong terbentuknya sikap realistis, membuka diri untuk terus belajar, 
menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta 
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mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban 
tugas.  
Penerapan :  
9.1. Pengabdian.  
Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, 
pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja 
untuk mendapat penghasilan materi melainkan sebuah amanat yang akan 
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.  
9.2. Popularitas  
Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan 
mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun. 
 
10. Bersikap Profesional 
Profesional bermakna sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk 
melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan yang didukung oleh 
keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional 
akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan 
mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, 
sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.  
Penerapan :  
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10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-
tugas peradilan secara baik.  
10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan 
bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan 
administrasi peradilan.  
10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisial dari kegiatan lain secara 
professional.  
10.4. Hakim wajib menghindari kekeliruan dalam membuat keputusan atau 
mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan 
sengaja membuat pertimbangan yamg menguntungkan terdakwa atau para pihak 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research kualitatif. 
Secara teoretis, pengertian tentang field research kualitatif adalah penelitian yang 
sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga 
hanya menyingkap fakta, dalam arti hanya memberikan gambaran realitas dilapangan 
secara sistematis. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Palu Klas IA. Adapun 
yang menjadi alasan memilih lokasi tersebut, karena ingin mengetahui sejauh mana 
peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama 
Palu Klas IA. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan:  
1. Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dan telah diterapkan di dalam Islam secara menyeluruh. 
2. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma dasar dan 





C. Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan untuk menganalisis masalah, terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data.1 Pada penelitian ini, menggunakan data 
primer yang diambil dari sumber-sumber utama, yaitu hakim Pengadilan Agama Palu 
Klas IA. Data sekunder diambil dari sumber-sumber lain, yaitu data dan tulisan-
tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 




Observasi langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung, tanpa 
menggunakan alat untuk mendeteksi gejala-gejala subjek yang akan diteliti, 
sedangkan observasi tidak langsung yaitu mengadakan pengamatan terhadap gejala-
gejala subjek yang diteliti untuk dijadikan bahan analisa dalam menentukan hasil 
yang maksimal. Metode tersebut, digunakan untuk memperoleh data tentang peranan 
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Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Palu Klas 
IA. 
2. Wawancara 
Pada penelitian ini, pengumpulan informasi/data dari subjek penelitian 
mengenai suatu masalah, yaitu dengan teknik bertanya bebas, namun tetap didasarkan 
pada suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus 
yang lebih mendalam. 
3. Dokumentasi 
Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data 




Penelitian dengan menggunakan metode ini, bertujuan mengumpulkan data 
secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari kajian literatur, 
dokumentasi, surat keputusan,  jurnal, majalah, dan surat kabar. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengatururutan data dan mengorganisasikan ke 
dalam suatu pola, sehingga dapat ditemukan suatu rumusan kerja seperti yang 
disarankan oleh data. 
Agar dapat melaksanakan analisis data kualitatif maka perlu dilakukan 
beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 
Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengatakan bahwa reduksi data dapat 
diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang 
diperoleh dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan padahal-hal penting yang dicari tema dan polanya.
4
Adapun tahapan-
tahapan pada reduksi data meliputi membuat ringkasan, menelusuri tema, dan 
menyusun laporan secara lengkap dan terinci. 
2. Penyajian Data 
Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa 
penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang tersusun dan 
memungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
5
 Penyajian 
data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa 
hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA. 
3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 
Miles dan Huberman dalam Rasyid, menyatakan bahwa verifikasi data atau 
penarikan kesimpulan yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan 
melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 
yang didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, sehingga saat peneliti kembali 
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F. Pengujian Keabsahan Data 
 Proses tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai 
kebenaran data yang ditemukan di lapangan, dengan metode triangulasi. Metode 
tersebut merupakan pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang 
lahir di luar data. Pada penelitian ini, ada 2 (dua) triangulasi yang digunakan, yaitu 
triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik (metode). 
Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek 
ulang dan cek silang). Cek ulang yaitu melakukan proses wawancara berulang-ulang 
dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang 
berlainan, sedangkan cek silang yaitu menggali keterangan tentang keadaan informasi 
lainnya. Triangulasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil berikutnya 
2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara 
Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya, 
yang merupakan penekanan dari hasil perbandingan untuk mengetahui alasan-alasan 
terjadinya perbedaan diantara data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.
7
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 
Laporan Penelitian, h.  99. 
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Triangulasi teknik (metode) adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan 
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
berbeda.
8
Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong terdapat dua strategi yaitu: 
1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 
pengumpulan data. 
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 
sama.
9
Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan 
observasi, dokumentasi, atau tes. Apabila ketiga teknik pengujian kredibilitas 
data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan 
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain 
untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 
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PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK 
HAKIM 
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Klas IA Palu 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pada Pasal 1 
berbunyi “...di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah 
PengadilanAgama/MahkamahSyar'iah yang daerah hukumnya sama dengan 
daerah hukum Pengadilan Negeri dan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 
1958 sebagai Realisasi PP Nomor 45 Tahun 1957. 
Istilah “kadi” sudah dikenal di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu 
sebelum Indonesia merdeka. Kadi diangkat oleh Kepala Swapraja (Residen) untuk 
mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut 
hubungan perkawinan seperti nikah, talak, rujuk, mawaris dan lainnya yang 
diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iah (Pengadilan Agama).
1
 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Palu terbentuk pada tanggal 10 
Februari 1965. Namun, Pengadilan Agama Palu Klas IA belum bisa menerima 
perkara, Ketua K.H. Mahfud Godal belum dilantik karena pegawai belum 
lengkap, pedoman kerja, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. 
Pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu Klas IA, jumlah pegawai 3 
orang, terdiri dari 1 orang Ketua (K.H. Mahfud Godal), 1 orang Prakit TU/ 
Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar). 
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Pengadilan Agama Palu Klas IA, “Profil Pengadilan Agama Palu Klas IA”, Situs Resmi 
Pengadilan Agama Palu Klas IA.http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017). 
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Pada saat Bapak K.H. Mahfud Godal mengikuti Konferensi Islam Asia 
Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak K.H. Ahmad Zabidi 
selaku Direktorat Peradilan Agama untuk dilantik sebagai Ketua/Hakim 
Pengadilan Agama Palu Klas IA.
2
 
Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Klas IA meliputi seluruh wilayah 
daerah Tingkat II Kota Palu yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 46 (empat 
puluh enam) Kelurahan. 
Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu Klas IA berlokasi di 
Kompleks Mesjid Raya Lolu Palu. Gedung tersebut didirikan atas kerjasama 
Ketua Pengadilan Agama Palu Klas IA, K.H. Mahfud dengan Pemerintah Daerah 
Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah, Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin 
sebagai Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah. 
Susunan Ketua Pengadilan Agama Palu Klas IA berdasarkan periode 
kepemimpinan dari masa ke masa, yaitu: 
1. K.H. Mahfud Godal (Tahun 1965 s/d 1981) 
2. Drs. Saifuddin Noor Hadi (Tahun 1988 s/d 1994) 
3. Drs. A. Dahlan, S.H., M.H. (Tahun 1995 s/d 1999) 
4. Drs. H. Uce Supriadi (Tahun 1999 s/d 2003) 
5. Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H. (Tahun 2003 s/d 2005) 
6. Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. (Tahun 2007 s/d 2010) 
7. H. Sutarman, S.H (Tahun 2011 s/d 2015) 
8. Drs. Khalis, M.H. (Tahun 2015-sekarang) 
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Tugas pokok Pengadilan Agama Palu Klas IA diatur dalam Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 
menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 









9. Ekonomi Syari’ah3 
Kewenangan lain Pengadilan Agama Palu Klas IA berdasarkan Pasal 52 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan 
Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum 
Islam kepada instansi di daerah hukumnya apabila diminta. Pada Pasal 52 A 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa 
Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan 
awal bulan tahun hijriyah. Pengadilan Agama Palu Klas IA melaksanakan tugas-
tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, seperti 
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Pengadilan Agama Palu Klas IA, “Profil Pengadilan Agama Palu Klas IA”, Situs Resmi 
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administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi 




Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama 
Klas IA Palu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi: 
1. Fungsi peradilan, yaitu Pengadilan Agama Palu Klas IA merupakan salah 
satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa 
mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan berdasarkan 
wilayah hukum (kompetensi relatifnya). 
2. Fungsi administrasi, yaitu Pengadilan Agama Palu Klas IA sebagai 
pelaksana administrasi dalam rumah tangga dan bertanggungjawab 
melaksanakan tertib administrasi yang menyangkut administrasi perkara 
maupun administrasi umum. 
3. Fungsi nasehat dan pembinaan, yaitu Pengadilan Agama Palu Klas IA 
berfungsi dan berwenang memberi nasehat serta pertimbangan mengenai 
hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta dan 
memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah. 
4. Fungsi pengawasan, yaitu Pengadilan Agama Palu Klas IA berkewajiban 
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B. Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di 
Pengadilan Agama Palu Klas IA 
 Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia 
dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim bahwa peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik 
hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA, yaitu:  
1. Memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan taat 
terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan 
Komisi Yudisial. 
2. Mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
3. Komisi Yudisial melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Agung.6 
Pada Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjelaskan bahwa tugas Komisi Yudisial 
dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 
perilaku hakim, yaitu: 
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim 
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode 
Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
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Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA, Wawancara, Kantor Pengadilan 
Agama Palu Klas IA, Provinsi Sulawesi Tengah.  
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c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
d. Memutuskan benar atau tidak laporan dugaan pelanggaran Kode Etik 
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan 
kehormatan dan keluhuran martabat hakim
7
 
Pasal 12D ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu: 
1. Dalam melaksanakan pengawasan  eksternal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan 
pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim 
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Komsi Yudisial berwenang: 
a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau 
informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim 
b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik  dan 
Pedoman Perilaku Hakim 
c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan 
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d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan 
badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan 
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf (a) dan huruf (d) 
f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau 
pengadilan 
g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang 
diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk 
kepentingan pemeriksaan 
h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf (b)
8
 
Pada Pasal 12D ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menghendaki adanya 
pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menegakkan 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.  
Apabila terdapat laporan pelanggaran oleh hakim maka Komisi Yudisial 
akan memeriksa hakim yang bersangkutan dengan melakukan verifikasi, 
klarifikasi, dan investigasi. 
Sistem pemeriksaan dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak diatur oleh 
undang-undang, akan tetapi pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengawasan Hakim, pemeriksaan dilakukan dengan sistem tim 
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Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2014), h. 17.  
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secara tertutup yang terdiri dari dua orang anggota Komisi Yudisial dan dibantu 
oleh seorang atau lebih tenaga ahli. 
Pada proses pemeriksaan hakim atau pengadilan dapat diminta keterangan 
atau data. Ketika permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi maka permintaan 
dilakukan melalui Mahkamah Agung dan jika tetap tidak dapat dipenuhi maka 
akan dikenakan sanksi. Komisi Yudisial dapat meminta aparat penegak hukum 
untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan hakim untuk 
memperoleh kejelasan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Komisi Yudisial 
juga dapat menghadirkan saksi. Apabila saksi yang telah dipanggil tiga kali 
berturut-turut tidak hadir maka dapat dipanggil secara paksa.
9
 
Proses selanjutnya pengambilan keputusan untuk memberikan kepastian 
benar atau tidak benar laporan masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik 
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Forum untuk pengambilan 
keputusan adalah rapat pleno sekurang-kurangnya lima orang anggota dan 
dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua. 
Apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua 
dan jika Wakil Ketua berhalangan hadir maka rapat pleno dipimpin oleh anggota. 
Adapun mengenai cara pengambilan putusan diatur pada Pasal 25 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi 
Yudisial, yaitu menetapkan mekanisme pengambilan keputusan dengan preferensi 
musyawarah mufakat sebagai pilihan utama. Pilihan kedua, yaitu voting jika 
pilihan utama tidak tercapai. 
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Keputusan Komisi Yudisial berkaitan dengan pengawasan hakim memuat 
tentang terbukti atau tidak terbukti dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau 
Pedoman Perilaku Hakim dan mengusulkan sanksi kepada Mahkamah Agung. 
Adapun usul penjatuhan sanksi tersebut meliputi sanksi kategori ringan, sedang, 
dan berat. Sanksi kategori ringan, misalnya teguran lisan maupun teguran tertulis. 
Sanksi kategori sedang, misalnya penundaan kenaikan pangkat paling lama satu 
tahun dan hakim nonpalu paling lama enam bulan. Sanksi kategori berat, misalnya 
pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak 
hormat. Kedua kategori berat tersebut diperiksa dan diputus dalam forum Majelis 




Proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim diatur pada Peraturan 
Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012-
04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Tata Cara 
Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 
Kehormatan Hakim. Peraturan tersebut mengatur tentang forum yang berwenang  
melakukan persidangan untuk memeriksa hakim terlapor yang terdiri dari 3 (tiga) 
Hakim Agung dan 4 (empat) anggota Komisi Yudisial. Prosedur persidangan 
Majelis Kehormatan Hakim diawali dengan pembelaan dari terlapor. 
Semua pelaksanaan keputusan berkaitan dengan terbuktinya pelanggaran 
Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, yaitu keputusan Komisi Yudisial, 
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keputusan Majelis Kehormatan Hakim, dan keputusan Mahkamah Agung yang 
diatur sebagai berikut: 
1. Berkaitan dengan keputusan Komisi Yudisial terdapat aturan, yaitu jika 
Mahkamah Agung sependapat dengan keputusan Komisi Yudisial maka 
keputusan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) 
hari sejak usulan diterima. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maka dilakukan pemeriksaan 
bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, apabila tetap tidak 
tercapai kesepakatan maka yang berlaku keputusan Komisi Yudisial. 
2. Berkaitan dengan keputusan Majelis Kehormatan Hakim maka Mahkamah 
Agung melaksanakan dalam ketentuan yang lebih pendek, 30 (tiga puluh) 
hari. Apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti maka Majelis Kehormatan 
Hakim  menyatakan keputusan tidak terbukti dan harus memulihkan nama 
baik hakim yang bersangkutan.
11
 
Komisi Yudisial harus memahami ruang lingkup pelaksanaan tugasnya, 
pada Pasal 19A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011.  
Ketentuan Pasal tersebut sesuai dengan rincian tugas pada Pasal 20 mengenai 
tugas pengawasan dan kewajiban  pada Pasal 20A, yaitu : 
a. Menaati peraturan perundang-undangan 
b. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 
c. Menjaga kerahasiaan temuan 
d. Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim 
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Batasan-batasan tersebut sangat penting, sehingga apabila ada anggota 
Komisi Yudisial yang melanggar dapat dikenakan sanksi.
12
 
C. Pengawasan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam 
Pengawasan dalam perspektif hukum Islam dilakukan untuk meluruskan 
dan mengoreksi yang salah serta membenarkan yang hak.
13
 Pengawasan hakim 
menurut hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu: 
1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri, bersumber dari tauhid dan keimanan 
kepada Allah swt. Seorang hakim yang percaya bahwa Allah pasti 
mengawasi setiap tingkah laku hamba-Nya maka akan selalu bertindak 
hati-hati. Kesadaran tersebut harus ditumbuhkan pada pribadi masing-
masing dan dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan rohani, 
akhlak dan moral secara berksinambungan kepada hakim. 
2. Pengawasan akan efektif apabila terdapat sistem pengawasan dari luar diri 
sendiri. Sistem tersebut terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin 
(pengawas) yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah 
diberikan. Pengawasan tersebut akan baik jika dipimpin oleh orang yang  
ahli dalam bidang tersebut. 
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Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak pernah lepas dari 
pengawasan Allah swt, termasuk putusan hakim. Hakim tidak boleh berbuat 
semaunya, tidak jujur, tidak adil dan perilaku lainnya yang melanggar kode etik 
profesi. Hal tersebut bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada publik, akan 
tetapi akan dipertanggung jawabkan kepada Allah swt. Firman Allah swt. QS an-
Nisa@: 135 
                                    
                                      
                 
Terjemahnya: 
 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walapun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, kaya atau miskin maka 
Allah lebih tahu kemaslahatannya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah 




Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar menjadi 
penegak  keadilan dalam segala kondisi terhadap hak-hak Allah dan hak-hak 
hamba-Nya. Adil terhadap hak-hak Allah adalah tidak memakai nikmat-Nya 
untuk berbuat maksiat akan tetapi digunakan sebagai ketaatan kepada-Nya, 
sedangkan adil terhadap hak-hak manusia yaitu menunaikan segala hal yang 
menjadi tanggung jawab penegak keadilan. 
Diantara bentuk-bentuk keadilan yang paling utama adalah adil dalam 
menilai ucapan (pandangan) dan orang-orang yang memiliki pandangan tersebut 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 100. 
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tidak menetapkan salah satu perkataan dari dua orang yang berselisih hanya 
karena condong kepada salah satu nya, akan tetapi ia harus berlaku adil terhadap 
keduanya. Diantara keadilan adalah menunaikan kesaksian walaupun terhadap 
orang-orang yang dicintai bahkan terhadap diri sendiri. Jangan berpihak kepada 
orang kaya atau orang miskin dengan prasangka bahwa hal tersebut sebagai belas 
kasihan akan tetapi harus bersaksi dengan benar terhadap siapapun. 
Menegakkan keadilan adalah perkara yang paling utama dan menunjukkan 
sikap kehati-hatian serta kedudukannya dalam Islam, sehingga wajib untuk 
memperhatikan hal tersebut dengan baik dan selalu menghindari segala hal yang 
menghalangi  dirinya dalam menegakkan keadilan.  Rintangan yang paling besar, 
yaitu hawa nafsu, karena itu Allah memperingatkan agar menghilangkan 
rintangan tersebut. Allah juga melarang perkara yang bertentangan dengan hal 
tersebut yaitu penyimpangan dari kebenaran apabila bersaksi dan tidak mau 
menjadi saksi. 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan, yaitu perbuatan 
yang tersembunyi maupun yang tampak. Hal tersebut mengandung ancaman 
kepada orang yang melakukan penyimpangan dalam berbicara atau meninggalkan 
sesuatu yang seharusnya  dikerjakan terutama terhadap orang yang menetapkan 
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 ْح َّشلا ِذْبَع ًَِبأَو ََةدَبنُج ِنْب ُْةذْنُج َّسر ًَِبأ ْنَع ِالله ِلْىُسَس ْنَع بَمُهَْنع ُالله ًَ ِضَس ٍَلبَج نْب رَبعُم ِنَم
 ِلبَخَو ،بَهُحَْمت ََتنَسَحْلا ََتئِّيَّسلا ِعِْبَتأَو ،َتْنُك بَُمثْيَح َالله ِقَِّتا : َلَبق َم
َّلَسَو ِوَْيلَع ُالله ىَّلص َسبَّنلا ِق




Dari Abu Zar Jundub bin Junadah, Abu Abdurrahman, dan Mu’az bin 
Jabal ra dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah 
di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang 





Menurut etimologi, qad}i al-Qud}a>t berarti hakimnya para hakim, 
sedangkan menurut terminologi, qad}i al-Qud}a>t diartikan sebagai Hakim 
Mahkamah Agung/Komisi Yudisial. Qad}i al-Qud}a>t diangkat oleh khalifah dan 
mempunyai kewenangan di bidang peradilan, misalnya berhak mengangkat 
pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu di pusat pemerintahan maupun di 
daerah-daerah lain serta mengawasi tingkah laku para hakim.
18
 Kewenangan 
mengawasi tersebut dapat disamakan dengan tugas Komisi Yudisial. 
Jabatan qad}i al-Qud}a>t muncul sebagai implikasi dari meluasnya wilayah 
Islam dan berbagai problematika baru pada masyarakat Islam yang sangat multi 
etnis dan majemuk.  
Pada masa Rasulullah saw, hakim diangkat langsung oleh beliau. 
Rasulullah saw mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para 
hakim dalam melaksanakan tugasnya. Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang 
hakim, yaitu: 
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Muhammad Salam Madkur,  Peradilan dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 65. 
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3. Beragama Islam 
4. Laki-laki dewasa yang merdeka 
5. Berakal (Cerdas) 
6. Adil 
7. Mengetahui hukum syara  
8. Sehat penglihatan, pendengaran dan ucapan19 
Pada masa khulafa al-Rasyidin, hakim diangkat oleh khalifah atau 
diserahkan kepada gubernur. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab calon hakim 
merupakan seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat dan mempunyai ilmu 
pengetahuan hukum yang memadai. Bahkan, Umar bin Khattab yang langsung 
mengadakan uji kemampuan seorang calon hakim dalam memutus suatu perkara.  
Misalnya, sebelum mengangkat Imam Syuraih sebagai hakim di Kuffah, Umar bin 
Khattab mengadakan ujian dengan mengambil seekor kuda dari seorang laki-laki 
yang masih dalam proses tawar-menawar harga, kemudian Umar bin Khattab 
meletakan barang-barangnya di atas punggung kuda tersebut karena barang-
barang yang diletakkan oleh beliau sangat berat maka kuda tersebut mengalami 
cedera, kemudian Umar bin Khattab meminta kepada pemilik kuda agar 
menunjuk seseorang yang mampu menyelesaikan perkara yang sedang mereka 
alami.  Pemilik kuda menunjuk Imam Syuraih untuk mengadili perkara tersebut.  
Imam Syuraih berkata kepada Umar bin Khattab “Engkau telah mengambil kuda 
ini dalam keadaan baik maka engkau harus mengembalikan kuda tersebut dalam 
keadaan baik pula”.  
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Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta: Kencana, 2013), h. 221. 
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Pada masa Rasulullah saw dan masa khulafa al-Rasyidin, belum ada 
koordinator hakim yang melakukan pengawasan. Hakim yang ditempatkan di 
ibukota maupun hakim yang ditempatkan didaerah-daerah mempunyai kedudukan 
yang sama. Hal tersebut terjadi hingga Dinasti Bani Umayyah.
20
 
Pada masa Dinasti Bani Umayyah peradilan mempunyai ciri khusus, yaitu 
lembaga peradilan tidak dipengaruhi oleh khalifah. Hakim bersifat independen 
dan tidak dipengaruhi oleh keinginan para penguasa. Putusan para hakim berlaku 
terhadap semua kalangan. Khalifah selalu mengawasi kinerja hakim dan memecat 
hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. 
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau membuat kriteria-
kriteria yang dapat dijadikan indikator dalam memilih hakim pada masa 
pemerintahannya. Hakim harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
1. Sempurna ilmunya tentang masalah atau peristiwa yang telah terjadi 
2. Suci atau bersih jiwanya dari sifat-sifat tamak dalam kehidupan 
3. Mempunyai sifat tenang dan tidak mencari kesempatan untuk melakukan 
balas dendam 
4. Meniru dan meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal adil 
5. Selalu bermusyawarah dengan ahli hukum dalam menghadapi setiap 
perkara yang akan diputuskan21 
Pada masa tersebut badan peradilan yang terbentuk, yaitu badan peradilan 
Maz}alim yang berfungsi untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap 
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Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki 
Utama, 2001), h. 49. 
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Herfi Ghulam Faizi, Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia (Bandung: 
Cahaya Siroh, 2012), h. 102. 
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tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara termasuk hakim. 
Peradilan tersebut diketuai oleh khalifah. Perkembangan peradilan tersebut 
dilanjutkan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah.  
Pada masa awal Dinasti Bani Abbasiyah, para khalifah masih turut campur 
dalam keputusan hakim. Khalifah bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja 
para hakim, termasuk keputusan hakim. Kebanyakan keputusan hakim bukan 
keputusan hokum yang sebenarnya, tetapi merupakan keinginan khalifah untuk 
tujuan tertentu. Apabila terdapat hakim yang melanggar dan menyimpang dari 
tugas tersebut maka khalifah segera memecatnnya, akan tetapi sejak adanya 
imam-imam mazhab kondisi tersebut mulai berubah. Hal tersebut disebabkan 
beberapa pertengkaran dan pertikaian yang terjadi antara hakim dengan para 
imam mazhab. Hal tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum di masyarakat 
karena setiap keputusan hakim terhadap suatu perkara terkadang diperdebatkan 
dasar hukum dan kebenarannya oleh para imam mazhab yang mengetahui kasus 
tersebut, sehingga khalifah tidak lagi turut campur pada urusan peradilan. 
Kewenangan khalifah hanya membuat regulasi yang bersifat umum, seperti 
melakukan pengangkatan hakim di daerah yang memiliki otoritas dan independen. 
Qad}i al-Qud}a>t merupakan jabatan dan istilah baru di bidang peradilan 
pada masa Dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah 
Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid mengangkat seseorang yang dianggap mampu 
menjadi hakim. Qad}i al-Qud}a>t yang pertama adalah Abu Yusuf (113-182 H/731-
798 M). Lembaga peradilan dikenal sebagai organisasi kehakiman dengan 4 
(empat) lembaga, yaitu: 
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1. Diwan qa>d}i al-Qud{a>t. Fungsi dan tugasnya sama dengan Departemen 
Kehakiman yang dipimpin oleh qa>d}i al-Qud}a>t (Ketua Mahkamah Agung). 
Semua badan peradilan yang berhubungan dengan Departemen 
Kehakiman berada di bawah Diwan qa>d}i al-Qud}a>t. 
2. Qud{ah al-Aqa>li, yaitu hakim Pengadilan Tinggi yang berada di wilayah 
provinsi. 
3. Qud}ah al-Amsa>r, yaitu hakim Pengadilan Negeri yang berada di daerah. 
4. As-Sultah al-Qad}aiyyah, yaitu jabatan Jaksa Agung yang berada di 
ibukota negara dan jaksa di setiap daerah.
22
 
Adapun badan peradilan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah ada 3 (tiga) 
macam, yaitu: 
1. Al-Qad}a (hakimnya bergelar al-Qad}i) yang bertugas menangani perkara-
perkara yang berhubungan dengan agama. 
2. Al-Hisbah (hakimnya bergelar al-Muhtasib), bertugas menyelesaikan 
perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan 
tindak pidana. 
3. An-Nad}ar fi al-Maz}alim (hakimnya bergelar S}ah}ibul atau Qa>d}i al-
Maz}alim), bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari badan 
peradilan agama dan umum.
23
 
Tugas dan wewenang qa>d}i al-Qud}a>t, yaitu:  
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Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 77. 
23
Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 153. 
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1. Mengangkat hakim dan pejabat peradilan bagi yang mampu menjabat di 
pemerintahan pada daerah jauh atau dekat. 
2. Berwenang memecat hakim yang melakukan pelanggaran. 
3. Meneliti putusan hakim dan meninjau kembali putusan tersebut. 
4. Mengawasi perilaku hakim di masyarakat. 
5. Mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa. 
6. Berwenang membatalkan putusan hakim.24 
Pengawasan hakim pada masa tersebut berdasarkan Etika Profesi Hakim 
(Ada>b al-Qa>d}i) sebagai ukuran dalam mengawasi. Ada>b al-Qa>d}i adalah tingkah 
laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang qa>d}i  ketika 
berinteraksi kepada sesama manusia dan saat menjalankan tugas.
25
 
Adil Mustafa Basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan hakim 
pada persidangan, yaitu: 
1. Hakim bebas dari pengaruh orang lain 
2. Persidangan terbuka untuk umum 
3. Hakim tidak membeda-bedakan pihak yang berperkara 
4. Hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara 
5. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan 
perkara yang diajukan 
6. Hakim wajib bertawakal terhadap setiap putusan 
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Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 68. 
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Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta: 
PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 52. 
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Penelitian tentang peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik 
hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia 
dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim bahwa peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode 
etik hakim di Pengadilan Agama Palu Klas IA, yaitu:  
a. Memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan 
taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial. 
b. Mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
c. Komisi Yudisial melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Agung. 
2. Pengawasan  hakim menurut hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu: 
a. Kontrol yang berasal dari diri sendiri, bersumber dari tauhid dan 
keimanan kepada Allah swt. Seorang hakim yang percaya bahwa Allah 
pasti mengawasi setiap tingkah laku hamba-Nya maka akan selalu 
bertindak hati-hati. Kesadaran tersebut harus ditumbuhkan pada pribadi 
masing-masing dan dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan 
rohani, akhlak dan moral secara berksinambungan kepada hakim. 
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b. Pengawasan akan efektif apabila terdapat sistem pengawasan dari luar 
diri sendiri. Sistem tersebut terdiri dari mekanisme pengawasan dari 
pemimpin (pengawas) yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang 
telah diberikan. Pengawasan tersebut akan baik jika dipimpin oleh 
orang yang  ahli dalam bidang tersebut. 
c. Sistem pengawasan harus dibuat dengan baik, yaitu sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pada dasarnya, penelitian ini menjadi bahan masukan agar Komisi 
Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim secara 
berkesinambungan dengan membuka perwakilan Komisi Yudisial di setiap 
provinsi di Indonesia. 
2. Hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA diharapkan agar selalu menjaga 
kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berpedoman kepada  
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1. Apa dan bagaimana peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik 
hakim di Pengadilan Palu Agama Klas IA? 
2. Kapan Komisi Yudisial melakukan pengawasan kode etik hakim di 
Pengadilan Agama Palu Klas IA? 
3. Bagaimana proses pengawasan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial di 
Pengadilan Agama Palu Klas IA? 
4. Bagaimana mekanisme pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi 
Yudisial? 
5. Apakah perbedaan pengawasan kode etik hakim yang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial? 
6. Apa dan bagaimana tindakan Komisi Yudisial apabila menemukan hakim 
yang melakukan : 
a. Pelanggaran ringan?  
b. Pelanggaran sedang? 
c. Pelanggaran berat? 
7. Bagaimana proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim terhadap dugaan 
pelanggaran kode etik? 
8. Hal-hal apa saja yang dilakukan Komisi Yudisial agar hakim Pengadilan 
Agama Palu Klas IA selalu berpegang teguh kepada kode etik hakim? 
9. Apa dan bagaimana kelebihan dan kekurangan pengawasan kode etik hakim 
oleh Komisi Yudisial? 
10. Masukan hakim Pengadilan Agama Palu Klas IA untuk pengawasan kode 
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